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KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb
bismillahirohmanirohim

segala puji dan syukur kami panjatkan selalu kepada allah
swt atas rahmat, taufiq, dan hidayah yang sudah diberikan sehingga
kami bisa menyelesaikan buku tentang “PENGARUH
IMPLEMENTASI, MANAJEMEN PEMERINTAHAN,
TERHADAP KINERJA, PERAN DAN FUNGSI CAMAT DI
INDONESIA”.

kami mohon beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan,
referensi, kutifipan atau salah menorehkan sumber-sumber buku
terkait ~“PENGARUH  IMPLEMENTASI,  MANAJEMEN
PEMERINTAHAN, TERHADAP KINERJA, PERAN DAN
FUNGSI CAMAT DI INDONESIA”. kami sadar bahwa penulisan
buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang
kami kutif dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, desertasi,
tesis, skripsi, website, media serta sumber lainnya. Ada banyak
pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam
menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan
contoh, dan lain-lain. maka dari itu, kami mengucapkan banyak
terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan
wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika
menulis buku panduan ini.

kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak
belum bisa dikatakan sempurna. maka dari itu, kami meminta
dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami
bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang
tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani
kelahiran buku ini. semoga allah swt membalas kebaikan anda-anda
semua. selamat membaca dan semoga bermanfaat.

billahit taufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
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BAB
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan
UU No. 32 Tahun 2004 telah membawa perubahan yang
mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Reformasi pemerintahan daerah ini diwujudkan dalam bentuk
pergeseran model dan paradigma pemerintahan dari
pendekatan structural efficiency model yang menekankan
peningkatan efisiensi, efektifitas, dan keseragaman dalam
penyelenggaraan pemerintahan menjadi pendekatan [local
democracy model yang menekankan nilai demokrasi dan
keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal ini tampak pada pergantian UU tentang pemerintahan
daerah secara sering dilakukan yang di dalamnya mengatur
desentralisasi dengan titik berat yang berbeda-beda sesuai
kondisi sosial, politik, dan budaya pada jamannya.’

'Bersamaan dengan pemberlakuan UUD 1945, UU yang mengatur Pemerintahan Daerah,
yaitu UU No. 1 tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional
Daerah diubah menjadi UU No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Ketika UUDS
1950 diberlakukan, UU No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah diubah menjadi
UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Setelah UUD 1945
diberlakukan kembali, UU No.1 tahun 1957 berubah menjadi UU No. 18 tahun 1965 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti menjadi UU No. 5 tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Memasuki era reformasi, ditandai dengan
penyerahan kekuasaan Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie, UU No. 5 tahun 1974
diganti dengan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Di bawah
kepemimpinan Presiden Megawati, setelah terjadi amandemen UUD 1945 menjadi UUD
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), UU No. 22 tahun 1999 kembali berubah
menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



BAB
KAJIAN

PUSTAKA

Sebagai bahan acuan dalam pembahasan pada disertasi ini,
maka peneliti paparkan beberapa kerangka konsep atau teori
antara lain mengenai Desentralisasi, terdiri dari otonomi daerah,
pelimpahan sebagian kewenangan walikota. organisasi, meliputi
peran dan fungsi, kewenangan, koordinasi, kepemimpinan.
Sedangkan efektifitas peran dan fungsi camat terdiri atas
efektifitas pelayanan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi
efektifitas peran dan fungsi camat. Teori pemberdayaan, dan
kajian dan penelitian terdahulu.

A. Desentralisasi Dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Walikota
1. Desentralisasi
Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk
mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam
rangka memberikan pelayanan publik yang lebih
demokratis. dan dapat diwujudkan dengan adanya
pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di
bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan
untuk memungut pajak (taxing power), dan terbentuknya
Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat dan adanya bantuan
dalam bentuk transfer dari Pemenintah Pusat.?

%Sidik, Machfud: Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang
Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional
“Public Sector Scorecard” Jakarta, 17-18 April 2002.hal. 1
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BAB
METODE

PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memahami fenomena
peran dan fungsi camat di Kota Depok dengan pendekatan
kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan
untuk mengumpulkan data mengenai efektifitas peran dan
fungsi camat dalam pelayanan melaui kuesioner yang
diberikan kepada para camat dan pegawai kecamatan, serta
para pegawai dilingkungan pemerintah kota depok termasuk
para mantan camat dan DPRD. Pendekatan kualitatif
digunakan untuk mengumpulkan data tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi efektifitas peran dan fungsi camat
melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara pada para
aparat kecamatan, camat, mantan camat dan para pegawai
dilingkungan pemda depok dan DPRD. sehingga fenomena
nyata (real) dan alamiah efektifitas peran dan fungsi camat
diupayakan terungkap. Penelitian ini juga berkaitan erat
dengan penyelidikan alamiah sebagai salah satu tradisi yang
berlaku dalam ilmu pengetahuan sosial. Suatu penyelidikan
yang secara mendasar menggantungkan pengamatannya pada
manusia, baik  dalam  aspek wawasan  maupun
peristilahannya.188

Terdapat beberapa prinsip dasar penelitian ini yang
dipegang dalam rangka memahami pokok permasalahan

Jarome Kirk and Marc L. Miller. 1986. Reliability and Validity in Qualitative Research,
Vol. 1, Sage Publication, Beverly Hills, h. 9.
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BAB
ANALISIS EFEKTIVITAS

PERAN DAN FUNGSI
CAMAT DI KOTA DEPOK

Analisis peran dan fungsi camat tidak terlepas dari konteks
Kota Depok sebagai daerah yang memiliki status otonom, juga
berada dalam ruang lingkup perkembangan kecamatan itu sendiri.
Bab ini akan menganalisis efektivitas peran dan fungsi camat di
lingkungan Kota Depok dengan terlebih dulu menyajikan konteks
umum Kota Depok dan perkembangan kecamatan di dalamnya,
dan selanjutnya akan membahas peran dan fungsi camat di Kota
Depok dalam pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum serta dalam penegakan
peraturan perundang-undangan, dan di bab ini juga disampaikan
model peran dan fungsi camat di Kota Depok pada masa
mendatang.

A. Gambaran Umum Kota Depok.

Kota Depok berawal dari sebuah kecamatan yang berada
di bawah Kewedanaan Parung Kabupaten Bogor yang meliputi
21 desa. Mulai tahun 1976 perumahan dibangun dan
berkembang terus yang pada akhirnya pada tahun 1981
pemerintah membentuk Kota Administratif Depok yang
peresmiannnya pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri
Dalam Negeri Rl saat itu H. Amir Machmud.

Selama 17 tahun menjadi Kota Administratif, akhirnya
Kota Depok memisahkan dari Pemerintahan Kabupaten Bogor
dan terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun
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BAB

198

KESIMPULAN, SARAN,
DAN IMPLIKASI
TEORITIK

A. Kesimpulan

Pada bagian ini dipaparkan kesimpulan hasil penelitian

sebagai jawaban  terhadap permasalahan dan pertanyaan

utama penelitian. Adapun kesimpulan yang ditarik dari hasil

pembahasan efektifitas peran dan fungsi Camat dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1.

Efektifitas Peran dan fungsi Camat di Kota Depok dalam
pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan
sebagian kewenangan walikota kepada camat belum efektif.
hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat kesesuaian pada
tiap-tiap indikator. Pada undukator yang yang digunakan
untuk mengukur efektifitas pelayanan camat dalam
melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan walikota,
juga diperoleh nilai kesesuaian yang rendah. Dengan
demikian peran dan fungsi camat di kota depok belum
efektif berjalan sesuai dengan harapan undang-undang No.
32 tahun 2004 dan PP No. 19 tahun 2008. Hal ini disebabkan
benturan kepentingan antar dinas, badan dan dinas teknis,
dan selain itu juga masih kurangnya daya dukung, baik
dari SDM aparatur, sarana prasarana, dana, dan mekanisme
dan prosedur.

Efektifitas Peran dan fungsi camat pada masa mendatang di
Kota Depok diharapkan menjadi lini terdepan pelayanan
publik, dengan melalui pendelegasian kewenangan dari
wali kota untuk mengelola perijinan tertentu, sekalipun
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